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PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 2 TAHUN 2007
TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN, PENJUALAN, HIBAH DAN PINJAM PAKAI

—

KENDARAAN DINAS MILIK DAERAH
BUPATI CIREBON

bahwa Kendaraan Dinas Milik Daerah adalah merupakan salah saiu unsur
penting dalam rangka mendukung pelaksanaan penyslenggaraan
pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, untuk itu perlu dikelola
dengan bak dan benar:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan tentang Kendaraan Dinas
sebagaimana dimaksud pada huruf a dapst berjalan efektif dsn efisien,
maka perlu disusun Pedoman Pengadaan, Pangualan, Hibah dan Pinjam
Paka: Kendaraan Dinas Milk Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerzh-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat {Beritz Negara
Tanggal 8 Agustus 1950);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawawan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 3047,

Undang-Undang Republk Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun
1957 Nomor 41, Tambshan Lembaran Negara Republkx indonesia Nornor
3685);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1599 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersh dan Bebas Korupst, Keiusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Repubik indonesia Nemor 3815);

Undang-Undang Republk Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974
tentangd Pokok-pokok Kepegawaian {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 199% Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 30413,

Undanhg-Undang Repubik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubshan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
1897 lentang Pajak dan Retrbusi Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Repubik
Indonesia Nornor 4048);
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Undang-Undang Republk Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembeniukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tertang
Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan  Pemerintahan
Dagrah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negars Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2001 tentang
Retnbusi Daerah ({Lembaran Negara Republk Indonesia Tatun 2001
Nomar 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoresia Nomor
4139},

Peraturan Pemernintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolasn Keuangan Daerah (tembaran Negara Republk Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578

Peraturan Pemerinteh Republik Indonesia Nemor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republk
Indonesia Nomor 4609):

Keputusan Presiden Republik Ihdonesiz Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2002 Nemor 120, Tambahan
Lermbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330,

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahurt 2005 tentang Teknik
Pembentukan Peraturan Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2005 Nomor % Ser D.22),

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun
2006 Nemor 18 Seri [11)

MEMUTUSKAN :

- PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN, PENJUALAN,

HBAH DAN PINJAM PAKA) KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

-

”]
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Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
Pemerintah Bagrah adalzh Pemerntah Kabupaten Cirebon;

Bupati adalah Bupati Cirebon;
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4 Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebony;

5 Sekretans Daerah adalah Sekretars Daerah Kabupaten Cirsbon;

& Bagan Perlengkapan adalah Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten
Cirebon:

7 Sawan Kerja adalzh Satuan Kerg Perangkat Dasrah terdirl atas -
Sekretarigt Daergh;

Sekretariat DPRD:

Dinas-dinas Daerah;

Lembaga Tekniz Daerah;

Satuan Polisi Pamong Praja {Sat Pol PPY;

Kecamatan:

Kelurahan.

PO

8 Pejabat yang berwenang adalah Pejsbat Pamerintah dan atau Pejabat
FPemerintah Daersh yang berwehang membina dan mengawasi
penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

9 Pengadzan kendaraan dinas adalah susty Kegiatan untuk  melakukan
pemenuhan kebutuhan akan kendaraan dines guna mendukung tugas
pokok dan fungs dinas:

10. Pemindahtanganan adalah pengafihan kepemilkan kendaraan dinas milik
daerah sebaga tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dipjral atau
dilvbahkan;

11. Penjualan adaiah pengalihan kepemilikan kendarasn dinas milik daerah
kepada pihgk {ain dengan menerma penggantian dalam bentuk Lang,

12. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang darf pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah, dari pemenntah daerah kepada pemerintah pusat,
antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah pusat/pemerintah daerah
kepada pihak lan, tanpa memperoleh penggantian:

13 Pinjam Pakal adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah
pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah datam jangka
wakiu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka wakiu tersebut
berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang;

4, Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yanq selekiif yang
didasarkan pada dafaffakta vang objektif dan  relevan dengan
menggunakan metodefteknik tertentu untuk memperoleh nilai barang milk
daerah

BAS i
PENGADAAN
Pasal 2

Pengadaan kendaraan dinas miilk pemernntah daerah harus dilaksanakan
berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi, efektif transparan dan terbuka, bersaing,
adilfidak diskriminatif dan akuntabel

BAB 1IN
TATA CARA PENGADAAN
Pasal 3

{1} Pimpinan SKPD mengajukan permohonan lentang pengadaan Kendaraan
Dinas secara tertulis kepada Bupati, melaiui Kepaia Bagian Perlengkapan.
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(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat
1 (satu) tahun sebeium tahun anggaran beralan.

Pasal 4

Tim Pengadaan Barang Daerah akan menindaklan juti dengan menyusun daftar
kebutuhan kendaraan dinas sesusi dengan Kkebutuhan dan kemampuan
keuangan daerah

Pasal 5

Proses pengadaan kendaraan dinas harus dilaksanakan sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yvang berlaku.

BAB ¥
PEMIND AHTANGANAN

Bagian Pertama
Bentuk pemindah tanganan
Pasal 6

Bentuk-bentuk pemindahtanganan dapat berupa :

a. penjualan,
b, hibah.
Bagian Kedua
Penjualan
Pasal 7

(1} Pemjualan  Kendaraan Dinas milk daerah  dilaksanakan dengan
perimbangan sabagai berikut:
a umuk optmalisasi Kendaraan Dinas milk daerah yang berlebh atau
idle;
b. secera ekonomis febih menguntungkan bagl daerah apabila dijuat;
C sebagal pelaksanaan ketentuan pefundang-undangan yang beraky.

{(2) Penjugian Kendaraan Onas mitk daerah dilakukan secara letang, kecual
dalam hal-hal terteniu.

{3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2} meliputi -
a kendaraan dinas yang bersifat khusus:
b kendaraan dinas lannya yang ditetapkan lebih lanut oleh pengelola
barang

Pasal &

{1} Kendaran Dinas yang dapat dijual terdiri clavi -
a kendaraan perorangan dings:
b kendaraan dinas operasional.

(2) Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b
terdiri dari -
a kendaraan dinas operasional perkantoran:
b. kendarzan dinas operasional khusus.

Fasal 9

(1) Kendaraan perorangan dinas yang digunakan oleh pejabat negara yang
berumur 5 {lima) tahun atau lebih dapat dijual 1(satu) buah kepada pejabat
yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir, sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan,
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{2} Pejabat Negara sebagamana dimaksud pada ayat {1) adalah Bupati atau
Wakil Bupati.

(3} Penjualan kendaraan Dinas sebagaimanz dimaksud pada ayat (1) tidak
boleh menggangu pelaksanaan tugas dinas & daerah

Pasal 10

(1)Kendaraan Dinas Operasionai Perkantoran khususnya kendaraan roda 2
(cua) dan roda 4 (empat) yang tetah berumyr 5 (lima) tabun atau lebih atay
karena rusek den tidak efesien lagi bagi keperiuan dinas dapat dijual
melalui penghapusan dan dipricritaskan kepada Pegawa Negen Sipil yang
telah memenuhi masa kera sekurang-kurangnya 10 (sepuiuh) tabun atau
letnh.

(2) Kendarzan Dinas Cperasional Khusus sebagaimana dmaksud pada ayat
(1) vang telah berumur 10 (sepuluh) tahun ateu lebh dan telah ady
penggantinya atau rusak berat dan tidak efesion lagi bag keperduan dinas
dapat dihapuskan

(3} Ketijakan penetapan umur kendaraan dinag operasional vang skan dijual
sebagaimanz dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupat
sesual kebutuhan kondisi daerah

{4} Pegawal pemegang kendaraan atau yang akan memasuki pensiun atau
yang iebih senior mendapat prioritas pertama untuk membeill kendaraan
sebagamana dimaksud pada ayat {1}

Pasal 1i

(1}Pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinss
cperasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat {1} dan Pasal 10
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(2) Hasil  penjualan  kendaraan percrangan dan pelelangan kendaraan
operasional dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara
bruto ke Kas Daerah.

(3) Kendaraan perorangan dinas  dan kendaraan dinas operasional
sebagaimana dimzksud pada ayal (1} dilakukan penghapusan dari daftar
inventaris barang daerah setelah harga penjualan kendaraan perorangan
dinas dilunasi dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati_

(4) Pelunasan pembayaran kendaraan dinas paling lama 1 {satu) tahun serak
adanya penandatanganan pembelian Kendaraan Dinas dimaksud.

Fasal 12

Kendaraan Dinas Operasional yang digunakan oleh Pimpinan dan Anggota
DPRD dapat dilelang atau djual kepada yang bersangkutan yang mempunyai
masa bakb 5 (limz) tahun.

Pasal {3
Kesempatan untuk membeil Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 hanya diberikan untuk 1 {satu) kali, kecuali tefah
melampaui tenggang waktu 10 (sepuluh} tahun atau lebih.

Pasal 14

Kendaraan Dinas Operasional milik daerah dapat dijual kepada Pegawai
Negeri Sipil, anggota DPRD atau pihak fain dengan mempertimbangkan beban
fugas dan kemampuan keuangan daerah.




BAB V
TATA CARA PENJUALAN
Pasal 15

Tata Cara Penjualan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
adalah sebagai berkut

(1} Pemohon agar mengajukan permohonan pembeilan  Kendaraan
Perorangan Dinas / Kendaraan Dinas Operasional secara tertulis kepada
Bupati melalul Kepala Baglan Perlengkapan.

{2} Kendaraan Perorangan Dinas yang dipergunakan okh Pajabat Negars
yang berumur § (fima) tahun atau lebih dapat diual kepada pejabat yang
bersangkuian satelah masa jabatan selama 5 {imaj tabun berakhir sesua
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Kesempatan untuk membell kendaraan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) hanya satu kali dalam tenggang wakiu 10 (sepuluh) tahun.

(4) Penjualan kendarsan perorangsn dinas sebagaimana dimeksud pada
ayat (2) tidak boleh mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas dinas,

{5) Pembayaran kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditaksanzkan secara tunas paling lambat $ (lima) han kerja.

{8) Kendaraan operasional dinas khususnya kendaraan roda 2 {dua) dan
roda 4 (empat) yang berumur 5 (ima) tahun atau lebih karena rusak dan
tidak efisien lag bag keperluan dnas berdasarkan hasil penilaign dari
Instansi tekrus terkat dapat dijual kepada pegawal negeri vang telah
memenuhl masa kerna sekurang-kurangnya 5 {lima) tahun.

(7) Pegawal pemegang kendaraan atau yang akan memasuki masa pensiun
mendapat pnontas utama untuk membell  kendaraan sebagaimana
dimaksud pada ayat (&)

{8) Selama pembayaran pelunasan belum selesai maka status kendaraan
tersebut tetap sebagai miik daerah

(89) Pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan dinas dan kendarazan
operasional dings sebagamana dimeksud pada ayat (2} dan ()
dilaksanakan sesua dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku

(10) Penghapusan dari Daftar Inventans ditetapkan dengan Keputusan Bupati
setelzh penuatan kendaraan dimaksud dilunas:.

(11) Dalam hal pemohon tdak melaksanakan kewajibannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), maka penjualan kendaraan dimaksud menjadi
batal demi hukum, kendaraan ditarik kembali setta dinyatakan tetap
menjadi milik daerah_

(12) Pelaksanaan penjuatan kendaraan ¢inas operasional  miik pemerintah
daerah akan dikukubkan dengan Keputusan Bupati dan Berta Acara
Serah Terma penjualan kendaraan dinas milik daerah.

BAB W
HiBAH
Pasal 16

Kendaraan dinas operasional dapat dihibankan kepada pihak lan sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.




BAB Wi
TATA CARA HIBAH
Pasal 17

Tata cara hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal % dengan ketentuan
sebagal benkut

(1}Pemohon  agar mengajukan permohonan hibah  kendaraan dinas
operastonal secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Bagian
Perlengkapan setda.

(2) Permohonan hbah sebagamang dimaksud pada ayat (1) akan diproses
lebib lanjut melalui Tim yang dibentuk oleh Bupati,

(3} Pelaksanaan hicah kendaraan dinas gperasional milk pemenntah daerah
akan dikukuhkan dengan Keputusan Bupatl dan Benta Acara Serah Terima
hibah kendaraan dinas midik daerah

BAB Vil
PINJAM PAKAI
Pasal 18

{(1)Pinjam paka kendaraan dinas operasional dilaksanakan antara pemearintah
pusat dengan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah.

(2) Jangka wakiu pinjam pakai barang milk daerah paing lama 2 (dua) tahun
dan dapsat diperpanjang.

{3) Pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan surat parjanjan yang sekurang-
kurangnya memuat -
a pihak-pihak yang terkait datam penanjian;
b. ienis. luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka wakiu;
¢ fanggung jawab pinjam pakai atas biaya operasicnal dan pemeliharaan
selama jangka waktu pemirnjaman;
d persyaratan lain yang diznggap perly,

BAB Vil
TATA CARA PINJAM PAKAI
Pasal 1B

Tata caa pinjam pakai sebagamana dimaksud daiam Pasal 18 dengan
ketentuan sebagar benkut:

{1)Pemohon agar mengajukan permahconan pinjam pakal kendarasn dinas
operasional  secara tertule kepada Bupati melalui Kepala Bagian
Perlengkapan setgda

(2} Permohonan pinjam pakai sebagaimana dimaksud padz ayat {1) akan
diproses iebih lanjut meialui Tim yang dibentuk deh Bupati.

{3) Pelaksanaan pinjam pakai kendaraan dinas operasional miik pemerintah
daerah akan dikukuhkan dengan Keputusan Bupati dan Berita Acara Sersh
Terma pinjam paka kendaraan dinas milk daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Dengan berakunya Peraturan Bupatl i, maka segsla ketentuan yang
mengatur hal yang sama dinyatakan tidak beraku.




Pasat 21
Peraturan Bupati ni mulgj berlaky pada tanggal diundangian,

Agar setiap orang mengatahuinya, memerin

tahkan pengundangan Peratyran
Bupali i dengan penempatannya dalgm

Berta Deersh Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan d Sumber
pada tanggal

BUPATI CIREBON,

DED! SUPARDI

Diundangkan d Sumber
Asada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON.

NUNUNG SANUHR)

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2007 NOMOR SERi




Pasal 21
Peraturan Bupat im mulai berlakw pada tanggal diundangkan.

Ager sefigp orang mengatahunya, memenntankan pengundangan Peraturan
Bupat ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan dl Sumber
padatanggal = 7- =y 01
o

Diundangkan d Sumber
JacE tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

NUNUNG SANUARI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2007 NOMOR SERI




Pasal 21
Peraturan Bupati i mulai beriaku pada tanggal diundangkan.

Agar sefiap orang mengatshuinya, memerntahkan pengundangan Peraturan
Bupali ni dengan penempatannya daiam Bernta Daerah Kabupaten Cirebon

Ditetapkan & Sumber
pada tanggal

DEDI SUFARDI

Dwundangkan & Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

NUNUNG SANUHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2007 NOMOR SERI
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Contoh Pengisian Format 2

MNama Pelayanan Publlk

: Pembuatan Akta Kelahican.

Tujuan : Memberikan jaminan den kepastian hukum mengenai status keperdataan
yeng melpuli identitas, nama den kewargansgaraannya, sera hubungan
hukum dengan orang tuanya.

Unit/ Pajabat SKPD! Prodik
N¢ | Uralan Kegatan Polaksana Pejabat/Dokumen Otorisasi | Lamanya Bizya Jaycanan
Keglatan Raferansi
1 2 3 4 5 8 1 8
1| Pemchon Fumah Sakil/ Klinik Sura
mendapatkan Paramedizs | BarsainDokerBidan DioMer 30 menit Rp {00 Katemngan
Karangan lahe LahirfSKL}
2 | Pemohon Kelerangan lahir cari Surt
m::ms”“ sief mr | DO kewaRT | 1sment | Rp Socopo | Pansaer KU
{&P)
Pamchon SKL Surd
mendapatian Surat Slaf Ry 5P RI Kewa Ry 5 menit | Rp 500000 | Pengantar
| R R
3 | Pamohon Staf SHL Surat
mendapakan Sumt | ey rahanKy SP RIRYW LurahMuswu | % menit | Rp 10000,00 | Keterangan
Keterangan Wi LurahKuwy

Cara pengisian .

W@d;

ublikiperizinan menjadi iangkah kerja, unilipelaksana kegiatannys, Olorisas,
lamanya pelaksanaan kegialan, besaran biaya, barang/jasa produk layanan,

sefiap  pelayanan
nama pelayanan/penzinan  yang

Dis| dengan tujuen diselenggarakannya pelayanan

dengan
publikperizinan

2

gengan
dilaksanakan

Dilsi dengan nomor urut uralan keglalan dari

pelayanan publik

Dilsi dengan uraian keglalan sebagal suatu langkah
kerja pelaksanaan pelayanan publik

pelayanan publik baik bersifal Koordinasi maupun

Diisi dengan unit/pejabal pelaksana kegiatan

Disi doogan Peabal yang mampunyal Woverarg
dalam menandatangani palayanah publik/perizinan

bardasarkan satuan jamvhan dan produk kayanan yang

dihasilkan.

Diisi dengan lamanya{durasi) suaw proses per item

Diisi dengan besaran blaya pelayanan pubfikiparizinan
Dijsi dengan barangijasa produk layanan

Formal

Noma Pelayanan | Dilsi

| Publik

Tujuan
Kolom 1

Kolom 2
Kolom 3'
Koo 4

Kolom 5
Kolom 6

Kolom 7

Kolom 8
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AKTA

KELAHIRAM

i
veuederd uesuesyerad eloy yeybue) vebuap sug Z Wioioy
vepnbay vern Jrun Jowou uebuap 1sKQ | UK

aesm) veelioy veriesyEiod WEEN ueEuNBIp Buel
\RLAYop Uep cuesigied esede ‘miyem ejfuel Bumua) uebumney uelivep ouesip
ueperfoy eusexeiadGdyS Yo urpueseip snuey ued umeibey wsn puaq Buel
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3] 8 £ 9 g | ¥ £ C |
sa50.4 Lejeihay| oN
BAURIWET uepzibay euesyelaNEqelR04NS ueledn

T/AM | Rp 15000,00

Diniag
DISDUKC
APL KB

| Kapata

s SKEL

& Sual Heerangzn
Lurah/Kuwu

« Sumi Nikah

» K

+ KIF
dll

dOS LHVHD MO : € 110 ‘||

Falaksana

Palayanan

DISOUKCAPILKE

mengajukanke

4 | Pamghon




2

c.Kasi Halahiran dan
Kematian
medmgélajan
persyfiatan dan
merekomendasi
urtuk gitmngkan
dalam Blangko
Aie Kelahian,

d. Zesual
kewanangannyd
Kepala Dinas
Malegalisasi Akla.

dan
pruse

& KOnsumen
malalukan
pembayan ke
kasir

Penanganan
Petayanan

| Petyampalan Hait

Peimyanan

F'enyampiun
Pengadun
Faayanan

G
Contoh Pengisian Format 3
STANDAR QPERASIONAL PROSEDUR
PEMBUATAN AKTE KELAHIRAN
DNAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
smpamiiammmam Kegiatan I
i latan ' hi Ke . Proses
oy owem T T | G Kenatn | OPe0 Dves | X' pangamoiin
171 2 k] 4 5 B 7 8 9
1 | a. Pemohon gatang
ke Dinas Duk ( ML )
Capd dan KB dgn
mambawe berkas
parsycatan
lerigkap. :
B Mengajukan ka_ |
Lokel 1. Pengajuan ﬁj Pegiyaratan lengkap catat
Parmohonan dan F=-| dalm buku ajuan
Informias]
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BUPATI CIREBON
PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR  : 4 TAHUN 2000
LAMPIRAN:

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Menimbang

Mengingat

a

—h

BUPATI CIREBON

bahwa penyeienggaraan pemerintahan daerah  lebh
diorientasikan pada peningkatan  kinega Satuan  Kerja
Perangkat Daerah dalamm melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya untuk melaksanakan urusan  permenniahan,
pembangunan dan memberikan pelayanan publik, ¢leh karena
iu perlu diatur sistem dan prosedur kerja sebagai sarapa
sistern nformasi dan pengendalian manaj@men dan penunjang
tertb Administrasi Pemenntahan;

bahwa agar sistem dan prosedur kerja sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu disusun pedomannya untuk memberikan
petunjuk yang jelas tentang langkah-langkah kera yang harus
ditempuh dalam menyelesaikan kegiatan dan melaksanakan
kebijakan administrasi pemerintah;

hahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf @ dan b maka peru mengatur Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Berbasis Sistem
Informasi  Manajemen, yang ditetapkan dengan Peraturan
Bupat

Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembeniukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Berita Negara tanggal 8§ Agustus 1950),

Undang-Undang Republix Indonesia Nomor 32 tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

Feraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2003 tentang Pedoman Organsasi Perangkat Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
4262},




Memperhatikan -

Menetapkan

4 Peraturan Pemerntah Republik Indonesia Nomor 78 Tabhun

2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyeienggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republix Indonesia Nomor 458583),

Peratwan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun
2005 tentang Pedoman Penyusuman dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal{Lembaran Negara Republk Indonesia
Tahun 2005 WNomor 150, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Momor 13 Tahun 2004
tentang Sekretanat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten
Cirebon {Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 28 Seri D8)

Peraturan Menten Pendayagunaan Aparalur Negara Republk
Indonesia Normar PER/Z5/MENPAN/0S/2006 tentang Pedaman
Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;

Keputusan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara Republik
Indonesia Nomor 12/MENFPAN/A990 tentang Pedoman
Pemberian Kode Jabatan dilingkungan Aparatur Negara;

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Republik Indonesia Nomor S83/KEPMPAN/T2003 tentang
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik
Indonesia Nomor MBAKEPMPAN/T 2003 tentang Pedoman
Uwum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi
Femenntah;

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik
Indenesia Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan
Ingtansi Pemerintah:,

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik
Indonesia Nomor 26/KEP/MPAN/2/2004 tentang Petunjuk
Teknis Transparanst dan Akuntabilitas Calam
Penyelenggaraan Pelayanan Publik,

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1
2
3

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon:
Bupati adalah Bupati Cirebon,

Satuan Kera Perangkat Daerah yang selanjuinya disebut SKPD
adalah Satuan Kera yang kedudukannya berada d bawah dan
bertanggungjawab langsung kepada Bupati;




(1)

{2)

Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dirancang menurut
pala yang terpadu untuk metaksanakan kegiatan pelayanan;

Prosedur adalah suatu urutan kegiatan Klerikal {clerical
operalion} yang melibatkan beberapa personil{aparat) pada sau
SKPD danfatau lebh untuk menjamin mekanisme pelayanan
secara terpadu sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;

Kegiatan adalah penjabaran dari fungsi dan rincian tugas untuk
mencapai hasil kerja tertentu, sesuai dengan langkah-langkah
kerfla  yang telab ditentukan dalam Standar Operasional
Prosedur;

Standar Operasicnhal Prosedur yang selanjutnya disebut SOP
adalah pedoman atal acuan untuk  melaksanakan tugas
pekerjaan sesual dengan fungsi dan alat penilaian kinerja
instansi pemerintah  berdasarkan indikator-indikator  teknis,
administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur
kerja dan sistem kerja pada SKPD yang bersangkutan;

Sistem Informasi Manajemen yang setanjutnya disebut SiM
adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyajikan informasi
yang berorientasi sebagai bahan pengambilan keputusan yang
diperiukan o¢leh  Kepala SKPD guna merencanakan,
mengendalikan, mengawasi, dan menilai aktivitas masing-
masing unit pelayanan publik;

Pedoman Penyusunan SOP adalah dokumen yang berfungsi
sebagai acuan dalam penyusunan S0P yang memuat langkah-
langkah persiapan penyusunan, {ahap-tahap penyusunan serta
pembuatan bagan alir kegiatan SKPD.

BAB |l

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI| SERTA
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bag setiap SKPD di
Lingkup Pemerintah Kabupaten Crrebon dalam menyusun SOP
setiap kegatan pelayanan publk yang diselenggarakan dengan
mengacu  prinsip  koordinasi, integrasi, sinkronisasi  dan
Keamanan berkas,

SOP yang tersusun meémpunyai beberapa manfaat, yaitu:

a Memperbaiki efekiifitas dan efesiensi kinerja aparatur
pelayanan publik dalam proses pemerintahan,

b. Meningkatkan good govermance  dengan  kontrol,
transparansi, dan akurtabiiitas;

¢ Memberdayakan masyarakat melalui penciptaan

masyarakat baru faham  teknologi dan  mampu
mengantisipasé perubahan giobal,

d Meningkatkan kualitas pelayanan pubik darf pemerintah
daerah kepada masyarakat,




(3) Pedoman ini bertujuan :

= 3

Membanty  memperlancar penyusunan langkah kerja,
tahapan kerja, mekanisme serta alyr kegiatan setap SKPD
dalam rangka mendukung tertb administrasi

Sebagai acuan dalam pengukuran kinerja masing-masing
SKPD:

Sebagai alat kendali dan evafuasi pelaksanaan fungsi SKPD
untuk terwujudnya Tata Kepemarintahan yang baik atau
Good Governance.

Pasal 3

Pedoman ini berfungsi sebagai:

a

Pedoman bagi seluruh SKPD dalam melakukan penataan
dan penyusunan SOP bagi kegiatan-kegiatan dan program-
program kerja;
Bahan acuan bagi seluruh Unit Pelayanan Publik lingkup
Pemerintah Kabupaten dalam menyusun S0P yang
bersangkutan,

Pasal 4

Ruang lingkup Pedoman yaitu -

a

Pedoman ini digunakan disetiap SKPD Lingkup Pemerintah
Kabupaten untuk acuan dalam penyusunan SOP tferhadap
semua kegiatan yang diselenggarakan:

Pedoman ini menjelaskan secara umum tentang tata cara
penyusunan SOP yang meliputi mekanisme, jenis layanan,
kegiatan, formulir, otorisasi, pencatatan, dan pelaporan yang
dikoordinasikan sedemikian rupa dalam bentuk flowehast,

Pedoman ini tidak diarfikan secara ngid (kaku) dan sempit
tetapi diharapkan dapat menadi alat untuk meningkatkan
kinerja pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan pubtlik
pemernntah secara efeklif dan efisien.

BAB Il
PRINSIP DAN TATACARA PENYUSUNAN SOP

Bagian Pertama
Prinsip Penyusunan S0P

Pasal 5

{1} Penyusunan SOP harus bersifat implementatif  bukan

konseptual yang dilakukan dengan mengacu pada Struldur
Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) serta alur dokumen
dalam pelaksanaan kegiatan belayanan publik.

(2) Penyusunan SOP  harus memperhatkan prnsip-prinsip

sebagai berkut:




a Kesederhanaan

Prosedur pelayanan publik tidek berbelit-belit, rmudah
dipahami, dan mudah dilaksanakan.

b. Kejelasan
- Persyaratan tekmis dan administratif pelayanan publk;

- Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung
jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian
keluhanfperscalary/sengketa  dalam  pelaksanaan
pelayanan publik;

- Rincian biaya pelayanan publk dan tata caa
pembayaran.

¢ Kepastian wakiu

Pelaksanan pelayanan publik dapat diselesalkan daiam
kurun wakiu yang telah ditentukan,

d. Akurasi

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan
sah.

e Kearnanan

Proses dan proguk pelayanan publik memberikan rasa
aman dan kepasti an hukum,

f Tanggung jawab

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat
yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan
pelayanan dan penyelesaian kelubanfpersoatan dalam
pelaksanaan pelayanan publik.

g, Kelengkapan sarana dan prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kera
dan pendukung lainnya vyang memadal  termasuk
penyediaan sarana teknclogi  telekomunikasi  dan
informatika (telematika).

h Kemudahan Akses

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai,
mudah  dijangkau oleh masyarakat, dan dapat
memanfaatkan teknolog telekomunikasi dan informatika

{Local Area Network/Mide Area Network).
i Kedsiplinan, Kesopanan dan Keramahan

Mengkondisikan petugas pelayanan uniuk bersikap
disiplin, scpan dan santun, samah, sérta memberikan
pelayanan dengan ikhias.

} Kenyamanan

Penciptaan Lingkungan pelayanan yang tertib, teratur,
disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersin dan segar,
rapih, lingkungan yang indah dan sehat serta didukung
dengan fasilitas pelayanan seperli parkir, toilet, termpat
ibadab dan lain-lain.




Bagian Kedua
Tata Cara Penyusunan S0P

Pasal &

(1)SOF yang tersusun sekurang-kurangnya memuat;
a Tala cara pengajuan permohonan pelayanan;
b. Tata cara penanganan pelayanan;
c. Tata cara penyampaian hasl pelayanan,
d. Tata cara penyampaian pengaduan pelayanan.

{(2) Untuk pembuatan SOP sebagaimana dimaksud peraturan
ni harus didasarkan paca konsep kinerja efisiensi dan
efeklivitas dengan berdasarkan pada indikator

a Aliran aktivitas:
b. Alran dokumen:

¢ Kinerja standar operasional yang diproyeksikan dalam
bentuk waktu bak dalam Unit jam, hari, atau minggu;

d. Bentuk hirarki struktur organisasi yang berlaku.

Tata cara penyusunan SOP meliputi langkah sebagal berikut:

a Menginventarisasi aspek-aspek SKPD, yang meliputi ;
1) Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan motie layanan;

2) Uralan fugas aparatur pelaksana petayanan pubiik
SKPD yang bersangkutan;

3 Batasan bidang tugas dan otortas  pejabat
penyelenggara pelayanan publk dai SKPD yang
bersangkutar:;

4) Jenis pelayanan publik, formulir, pencatatan, dan
kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelayanan publiic
yang diselenggarakan SKPD.

b. Berdasarkan keempat aspek sebagaimana dimaksud huruf
a pasal ini, kemudian disusun SOP dengan ketentuan:

1) Dalamn bentuk bagan alr (flow charf) dengan
menggunakan  simbol-simbol  seébagaimana  dalam
fampiran peraturan ini yang merupakan baglan tidak
terpisahkan;

2 Menggambarkan urutan langkah kerja dan otoritas
pejabat penyelenggara pelayanan publik;

J Bagan afr disusun secara sistematis, sesuai aliran
dokumen dan terintegrasi dalam SIM SKPD;

4) Menghindan pengulangan alur ateu berkas yang
mengakibatkan terganggu efesiens! dan efektifitas
pelayanan, terhadap satu jenis pelayanan atau lebih.




(N

2

SOP yang ftelah disusun sebagaimana dimaksud huruf b
pasa! ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD dan
dipublikasikan kepada masyarakal.

BAB W
PENYUSUNAN SCP
Pasal 8
Tata cara penyusunan SOP sebagaimana dimaksud dalam

pasal 7 peraturan ni dibuat oleh setiap SKPD di lingkungan
Pemerintah Kabupaten sesuai dengan format 1 2 dan 3.

Format 1 2 dan 3 sebagaimana dmaksud Ayat (1} pasal ini
beserta cara dan contoh pengisian format serta simbol
penyusunan SOP  tercantum dalam lampiran  yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PEMBINAAN

Pasgal 9

Kepala SKPD penyelenggara kegiatan wajb melakukan
monitoring dan pembinaan intemat terhadap pelaksanaan SOP.

(M)
@

(3)

(#)

Pasal 10

SOP hatus dievaluasi secara berkala paling sedkit 1 (satu)
kali daiam 1 {satu) tahun.

Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1)
dalam rangka efisiensi dan efeklivitas atas SOP yang
beraku.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1} dan (2)
dilzkukan deh SKPD penyelenggara kegiatan, lembaga
yang berwenang melakukan evaluasi d  lingkungan
Femerintah Kabupaten afau [embaga independen vyang
diminta bantuannya oleh Pemerintah Kabupaten.

Pendekatan vyang digunakan dalam proses evaluasi
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), (2), dan (3} harus
hersifat partisipatif agar kelemahan SOP dapat dideteksi
dengan baik sehingga akan memudahkan perbaikannya.

BAB WV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Apabila terjadi perubahan kebijakan mengenai SOP Pemerintah
Kabupaten Cirebon, maka SOP i mash tetap berlaku sebelun
disesuaikan atau diganti melalii tatacara penyusunan SOP
sebagaimana dimaksud pada peraturan ini.




BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hai-hal yang belurn cukup diatur dalam peraturan in sepanjang
mengenal leknis pelaksanaanya akan ditetapkan kemudian deh
Kepala SKPD.

Pasal 13

Peraturan mi mulsi berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinys, memerintahkan
pengundangan peraturan n dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Crebon.

Ditatapkan Jdi Sumbear
pada tanggal 1 Maret 2007 /

B(;;;;;;EFPN
N

"DEDASUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

NUNUNG SANUHR!

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2006 NOMOR, ., SERI,




LAMPIRAN PERATURAN BUPAT) CIREBON

NOMOR

TANGGAL

TENTANG - PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR FAaDA
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

FORMAT 1, 2 DAN 3 SERTA CARA DAN CONTOH PENGISIAN FORMAT DAN

SIMBOL PENYUSUNAN SOP

| Format 1 Deskripsi Satuan Kerja Perangkat Daerah

[Nama SKPD]
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
MOTO/MANJ
M Mis) PELAYANAN
Cara pengisian -
Penyusunan Format 1 diisi dengan mendeskrpsi SKPD.
Nama SKPD | Disi dengan nama SKPD
Kolom 1 Diisi dengan vis1 yang ada dalam RPJM SKPD
Kolom 2 Diisi dengan misi yang ada dalam RPJM SKPD
Kolom 3 Diisi dengan mottofjanji pelayanan yang ada dalam Renja SKPD




.

*

Contoh Pengisian Format 1

DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL

DAN KELUARGA BERENCANA

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

PENGGERAKAN UNTUK
MENINGKATKAN
EKONOMI DAN
KETAHANAN KELAURGA

_— _—n MOTO/JANI
PELAYANAN
|
TERWUJUDNY A MENINGKATKAN MELAYANI
KELUARGA SOSIALISASVPENYULUM | MASYARAKAT
SEJAHTERA MELALUI | AN SECARA CEPAT
TERTIB '
TEPAT DAN
A= TiRA Sl D MELAKSANAKAN TERTIS [TEPAT.
ADMINISTRAS! -
PENGENDALIAN
KEPUNDUDUKAN UNTUK
PENDUDUK SERTA
KETAHANAN MEWUJUDKAN
. an PELAYANAN PRIMA
TAHUN 2010 PENGENDALIAN
PERTUMBUHAN
PENDUDUX  DENGAN
MENINGKAT KB
ME MANFAATKAN
KESEJAHTERAAN
KELUARGA MELALUI
PEMBINAAN
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Cara pengisian ;

Penyusunan Format 2 dengan mendeskripsi sefiap pelayanan publik/perizinan
menjadi angkah kena, unit/peiaksana kegiatannya, Qtorisasi lamanya pelaksanaan
kegiatan, besaran biaya, barang/jasa produk layanan

MNama Pelayanan
Publik

Dusi dengan nama pelayanan/perizinan yang dilaksanakan

Tujuan Diisi  dengan  Riuan  disetenggarakannya  peiayanan
| publik/penzinan

Kolom 1 | Duisi dengan nomor urut uraan kegiatan darl pelayanan publik

Kolom 2 Dusi dengan wraian kegiatan sebaga suatu langkah kerja
pelaksanaan pelayanan publik

Kolom 3 Diisi dengan unitfpejabat peiaksana kegiatan

Kolom 4 Dusi dengan SKPD terkait dalam penyelenggaraan pelayanan
publik bak bersifat koordinas! maupun dokumen pendukung

Kolom 5 Diisi dengan Pejabat yang mempunyal wewenang dalam
menandatangam pelayanan publk/penzinan

Kolom & Disi dengan lamanya(durash suatu prosss per  item
berdasarkan satuan jam‘harl dan produk layanan yang
dihasilkan.

Kolom 7 Diisi dengan besaran biaya peleyanan publkfperizinan

Kolom 8 Drsi dengan barang/|asa produk layanan
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' Format3 | FLOW CHART SOP

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
[NAMA PELAYANAN/P ERIZINAN]
[NAMA SKPD]
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

. Uraian SKPD/Pejabat/Pelaksana Kegiatan | Larmnanya
Keqatan T - Proses
1 7 3 4 5 6 7 8 9

I J

Cara Pengisian

Penyusunan format 3 dengan menyusun standar Operasional prosedur/bagan alir
yang berisi uraian kegiatan yang harus diaksanakan oleh SKPD/pelaksana kegatan
disertai dengan keterangan tentang jangka weaklu, aparat pelaksana dan dokumen
yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Koiom 1 Diisi dengan nomor wurut uraian kegiatan

Kolom 2 Disi dengan langkah kerja pelgksanaan palayanan publik

Koiom 3 sampai | Disi dengan Konsumen/SKPD/{Pejabat/pelaksana kegatan yang
dengan 8 bersangkuten untuk selanjutnya dibuat bagan air dengan
{Jumlah kolom | symbol aklivitas

disesualkan

dengan jumilah
unsur birckrasi
yang terlibat)

Kolom 9 Disi dengan lamanya pelaksanaan kegiatan per itern kegatan
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V. Simbol Penyusunan 30P

Penyusunan SOP pada akhimya akan mengarah pada terbentuknya Bagan
ahr {Flowchart) yang menggambarkan alran aktvias atau kegatan pada masing-—
masng unit kerg Uniuk menggambarkan alran akbvitas tersebut, digunakan simbol,
sebaga berkui

SIMBOL ARTI SIMBOL

Dokumen Simbol ni digunakan unuk |
menggambarkan semua jens dokumen, yang
merupakan formubr yang digunakan untuk
enin data

! 5 | Dokumen dan tembusannya Dokumen mi
[j_ digunakan untuk mengambarkan dokumen

ash dan tembusannya Nomor lembar
dokumnan dicantumkan disudut kanan atas.

K ’ Berbagai Dokumen S5imbot ni digunakan
KTP |

o) untuk menggambarkan berbagai jenis
dokumen yang digabungkan bersama dalam
I:,:"_l‘"" satu bendel/ipeket Nama dokumen dituls d
masng-masing simbal pada sudut kanan atas

Catatan. Simbal 1 digunakan uniuk mencatat
dala yang digungkan sebelumnya dalam
dokumen atau formukr

Penghubung pada halaman yang samaion
page connectory Dalam menggambarkan
bagan alr, arus dokumen dibuat mengalr dan
atas kebawah dan kKin kekanan, Karena
kelerbatasan ruang maka diperiukan simool
penghubung yang memungkinkan

. berlan juinya proses dokumen

| I
| |
Akhir arus dokumen dan mengarahkan
| pembaca ke simbol penghubung lanjutan,
Dalam hngkaran diberi nomor hubungan
|

| Awal arus dokumen dan mengarahkan
pembaca dari simbol penghubung
Janjutan. [X2lam lingkaran diberi nomor
hubungan

Penghubung pada haiaman yang berbeda
{Off pagg connector) .

10




Kegiatan manual Kegatan ni digunakan
untuk menggambarkan kegatan manual
sepertl. menenma pengajuan perizinan,
menuliskan di buku register. Uraian singkat
kegiatan manual dicantumkan d dalam
smbol

]

Keterangan. Komentar Simbol i
memungkinkan penambahan
peryelasaninformas)

Arsip sementara. Simbo! ry memungkmkan |
untuk menunjukkan tempat penyimpanan
dokumen semeantara, seperti Fillng Kabinst
wehingga memudabkan bia dokumen
dimaksud digunakan untuk pengolahan lebih
lanput Brasanya dicantumkan kode dokumen
menurut abjad{Alnomor(N tanggal(T)
kronoloQis

Arsip permanen Simbol ni digunakan untuk
menggarnbarkan arsip permanen yang
merupakan tempat penympanan dokumen
yana tidak akan dproses lag

Online Computer process Simbol n
menggambarkan pengolahan data dengan
komputer secara onine. Nama program |
apikasiffite di twhs didalam smbol.

|

Keying {typing, verifying) Smbol ini
menggémbarkan pemasukan data kedalam
komputer malai online / Base Transcerver
Stauon {BTS)

Online Storage Smbol m mengambarkan h
arsp yang disimpan daam Hardisk kormputer

Keputusan Simbol ni menggambarkan |
keputusan yang harus dbuat dalam proses
pengolahan data. Keputusan yang dibuat |
dituls dalam simbol

Garis alir {flowline] Smbol in
menggambarkan arah proses pengolahan
data Angk panab tidak digambarkan jka arus
dokumen mengarahke bawah dan ke kanan |
Jka args dokumen mengalr ke atas atau ke
ki, anak panah perk dicantumkan

p! g

Parsimpangan garis alir Jka dua gans alr l
bersimpangan, Unuk menunukkan arah
masing-masing garis, salah satu gans dibuat I
sediit melengkung tepat pada persimpangan
ke duz gars tersebut |

Pertemuan garis aliv Simbol mi d gunakan
Jka dua gans alr bertemu dan salah satu
gans mengkut arus gars lanmnya




|
Dar Konsurnen |

Mulai/berakhir {terminal) Simbol m untuk
menggarmbarkan awal dan akhir suatu bagan
ahr

Masuk ke bagan Karena kegatan d |uar
sistem tdak perlu digambarkan dalam bagan
alr, maka diperiukan smbol! untuk
menggambarkan masuk ke sistem yang
digambarkan dalam bagan alir

He untt lan

Keluar ke bagan lain Karena kagatan & luar
sisiem tdak perly digambarkan dalam bagan
alir maka dperlukan smbol untuk
manggambarkan keluar ke sistem lan

BUFATI CIREBR {

e




